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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 249 TAHUN 2015
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN
ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun
2015 telah diatur mengenaiOrganisasi dan Tata Kerja
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

b. bahwa dalam ketentuan Pasal 74 Peraturan Gubernur Nomor
249 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
terdapat kesalahan pencabutan pasal sehingga Peraturan
Gubernur dimaksud, perlu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur  tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nomor 249 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara,;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota
Negara Kesatuan Republik Indonesia;



Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan,;

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor &8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daeral;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008
tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 249 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU.



Pasal 1

Ketentuan Pasal 74 Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 62182) diubah, schingga
Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 74

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, beberapa
ketentuan dalam :

a. Pasal 40 dan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 217
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga
dan Pemuda (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2014 Nomor 62090) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan
Pemuda (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2015 Nomor 72131);

b. Pasal 41 sampai dengan Pasal 47 Peraturan Gubernur
Nomor 222 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Kepegawaian Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62095);

c. Pasal 45 dan Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 236
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
(Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun 2014 Nomor 62109);

d. Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62113);

e. Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 241
Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 62114); dan

f. Pasal 25 sampai dengan Pasal 30 Peraturan Gubernur
Nomor 244 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik
Indonesia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014
Nomor 62117);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2016

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.
SAEFULLAH
BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2016 NOMOR 72010

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

-

YA AN YUHANAH
NIP 196508241994032003
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